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ABSTRAK : -

CATATAN : -

Bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun
1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2006, pengembalian dapat diberikan terhadap seluruh atau sebagian bea
masuk yang telah dibayar atas impor barang dan dalam rangka melaksanakan
ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006,
perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengembalian Bea
Masuk yang telah Dibayar atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit,
atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor.

Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 10 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No.75, TLN No.3612) sebagaimana telah diubah
dengan UU 17 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No.93, TLN No.4661), UU 17 Tahun 2003 (LN
Tahun 2003 No.47, TLN No.4286), UU 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No.5, TLN No.4355),

PP 28 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.53, TLN No.4838), Keppres RI 56/P Tahun 2010.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Terhadap Impor Bahan Baku untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang
lain dengan tujuan untuk diekspor yang bea masuknya telah dibayar, dapat
diberikan Pengembalian. Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (1) diberikan kepada badan usaha yang telah memperoleh NIPER
Pengembalian. Badan usaha yang pernah melakukan tindak pidana kepabeanan
dan/atau cukai yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan/atau
yang telah dinyatakan pailit oleh pengadilan dan/atau Orang yang
bertanggungjawab terhadap badan usaha yang pernah melakukan tindak
pidana kepabeanan dan/atau cukai yang telah mempunyai kekuatan hukum
yang tetap, dan/atau yang telah dinyatakan pailit oleh pengadilan, tidak dapat
diberikan NIPER Pengembalian selama 10 tahun terhitung sejak selesai
menjalani hukuman pidana dan/atau penetapan pailit. Untuk mendapatkan
Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Perusahaan
mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah atau KPU.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

1. KMK 580/KMK.04/2003 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan PMK Nomor 15/PMK.011/2011; dan
2. PMK 37/PMK.04/2005,

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2012.

Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 28 Desember 2011.
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